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LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 & 2010

ptimalisasi penerimaan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah
1 tentang Pemakaian Barang Daerah
erlu diubah dan disesuaikan kembali;

Menimbang : a. bahwa@\ ran
Pemakaigr” Kek
Tah
thak

Mengingat  : ;;ng—Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Rembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ......




2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 309);

Undang-Undang Nomor 28 J. 1999 tentang
(D

@

Penyelenggaraan Negara yang B dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepot aran Negara

Republik Indonesia Tahun omo Tambahan
Lembaran Negara Republi privsia Nomgpt 3851);

4. Undang-Undang Namor/ /17 Tah 2003 tentang
Keuangan Negara bara@Vegara Republik
Indonesia Tahun Nomor ambahan Lembaran
Negara Republi esia 4286);

6. -UndatYg omor 10 Tahun 2004 tentang
ntuk Peraturan Perundang-undangan
egara Republik Indonesia Tahun 2004

mba xﬁ%
@b‘ omo@ Tambahan Lembaran Negara Republik

omor 4389);

7. g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
@Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang .....




8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 {ahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-U Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara R es1a Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Repubhk
Indonesia Nomor 3258); @

10. Peraturan Pemerinta@or 66 T@g 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lem epublik Indonesia

Tahun 2001 No 119, Ta Lembaran Negara
Republik Indon@mor

tah r 58 Tahun 2005 tentang
Daerah (Lembaran Negara

n 2005 Nomor 140, Tambahan
lik Indonesia Nomor 4578);

11. Peratura@ Q

Z ara “ublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

é P intah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

@gelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

égara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,

@Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

460 ebdgaimana telah diubah dengan Peraturan
%1

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2
Seri E - 1);

14. Peraturan ......



14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Kota abumi (Lembaran
Daerah Kota Sukabumi Tahun 200 r2);

16. Peraturan Daerah Kota Suka hun 2008
tentang Pembentukan dan @a ga % Si Perangkat
Daerah Kota Sukab bar‘ aerah Kota
Sukabumi Tahun 2008

ta Sukab omor 2 Tahun 2010
o gelo arang Milik Daerah

u i Tahun 2010 Nomor 2);

rsetu]uan Bersama
%9 ILAN RAKYAT DAERAH
A SUKABUMI
@ dan
@ LIKOTA SUKABUMI

@ MEMUTUSKAN :

DAERAH TENTANG RETRIBUSI
KEKAYAAN DAERAH.

Meneta@

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah .....



%3

2

8.
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Daerah adalah Kota Sukabumi.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota S@ni.

Satuan Kerja Perangkat ya elanjutnya
disingkat SKPD adalah SK em t Retribusi
uai 4R jenis barang

Pemakaian Kekayaan a
daerah yang adaf (da pen aannya atau
pengelolaannya.

Kas Daerah a Kas I@h Pemerintah Kota

Sukabumi pada Ja %ﬁten Cabang Sukabumi

@ a ya ditetapkan sesuai dengan
N ang—&ia an yang berlaku.

R seku an orang dan/atau modal yang
baik yang melakukan usaha

’& melakukan usaha yang meliputi
@ 5, perseroan komanditer, perseroan

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan

ana iun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
orggnisasi massa, organisasi sosial politik, atau
o%sasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap,
entuk badan lainnya.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.

9. Retribusi ......



9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribad§ atau badan yang

menurut peraturan perunda ngan retribusi
diwajibkan untuk melakuk mbayaran retribusi
termasuk pemungutan atau pe g re@i tertentu.

11. Masa Retribusi adala 0 SQF gka tertentu yang
merupakan batas w. gi Waji Retrlbu51 untuk
memanfaatkan ]asa per tertentu  dari
Pemerintah Daer ng bersa

12. Surat Setor r1b erah yang selajutnya
disingkat/ alah yang oleh Wajib Retribusi
dlguna ntuk lakukan pembayaran  atau
penyet rlbus terutang ke Kas Daerah atau

ke tefpak pemb. ain yang ditetapkan oleh Kepala

Ketet@ Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disebut , adalah surat ketetapan retribusi yang
@ enet esarnya pokok Retribusi.

4. S Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

tnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan

ibusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi

leblh besar dari Retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

16. Pemeriksaan ......



16.
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

perundang-undangan Retribusi rah.
. Penyidikan adalah serangkaianm\ tindakan yang

(¢)

dilakukan oleh Penyidik Peg SN g€ Ripil Daerah,
yang selanjutnya diseb ik, k mencari
serta mengumpulk @yamg@%&m bukti itu
membuat terang t{ridak/pidana di/bidang Retribusi
Daerah serta mene tersa@nya.

S

e

@ asal 2
@ma %“.jﬁsi Pemakaian Kekayaan Daerah

UBJEK RETRIBUSI

De
@t retrj atas pemberian pelayanan pemakaian
an D

&

@A .cr.m@

RE

@ Pasal 3

etribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh
rintah Daerah atas pemakaian kekayaan milik

aérah, yang meliputi :

pemakaian lahan sawah;

pemakaian tanah darat/tegalan;
pemakaian kolam ikan;

pemakaian GOR Merdeka;

pemakaian Gedung Juang "45;
pemakaian Gedung Pusat Kajian Islam;
pemakaian lapang merdeka, terdiri dari :

1. lapang .....



1. lapang utama;

2. tribune;

3. jalur/jalan di sekitar lapang utama;

4. podium;

5. lapang basket;

6. lapang voli;

7. lapang sepak takraw; dan

8. lapang parkir.
h. pemakaian Stadion Suryalnicana @
i. Penyedotan Tinja; <
j.-  pemakaian sound systefn; @3
k. pemakaian kendaraa ah; @
L

pemakaian alat-alat berat. §
Y %
1) Subje@si adal%k)rang pribadi atau badan yang

dapat manfaat atas kekayaan

2) @ retripy4i“sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
% pak ojib Retribusi.
§ ;@ @ Pasal 5
Di} ikan dari objek Retribusi adalah penggunaan tanah
dak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
2 BABIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan
sebagai Retribusi Jasa Usaha.
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BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa diuk%dasarkan jenis
Kekayaan Daerah, satuan luas, jghgka ktu, lokasi, dan
frekuensi pemakaian Kekayaan - .

@@ Dy

PRINSIP DAN SASARAN D PENETAPAN
STRUKTU, BE% ‘A RETRIBUSI

Prinsip @aram dalam penetapan struktur dan
2 Ti @ makaian  Kekayaan Daerah

atas jenis pemakaian kekayaan

BAB VI

@ §QTRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
@ Pasal 9

(1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) wajib membayar Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.

(2) Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :
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[]

Tanah darat/tegalan
a. Kelas1
b. Kelas 2
c. Kelas3

Pemakaian Kolam Ikan

GOR Merdeka

a. Kegiatan Hi Iirl
i % k 0

1B
2.00 WIB
mersil

&

. alo omersﬂ
%ng P }%O -17.00 WIB
ala @El 17.00 - 22.00 WIB
%(egia lahraga Non Komersil
S

1) g kul 09.00 - 17.00 WIB
2 Pukul 17.00 - 22.00 WIB

ian Gedung Juang’45 :
giatan Resepsi
egiatan Hiburan Komersil
c. Kegiatan Hiburan Non Komersil
Dd. Kegiatan Rapat/Seminar/ Kegiat-
an lainnya

Pemakaian Gedung Pusat Kajian
Islam :

Pemakaian Lapang Merdeka, terdiri

BESARNYA
JENIS BARANG DAERAH RETRIBUSI (Rp)
2 3
Lahan Sawah
a. Kelas 1 1.250,00/ m2 /tahun
b. Kelas 2 1.000,00/ m2/tahun
c. Kelas 3 4 800,00/ m2/ tahun

4(@ m2 /tahun
0600/ m2/ tahun
00,00/ m2/tahun

@1.000,00 /m?2 /tahun

1.500.000,00/ kegiatan
2.000.000,00/ kegiatan

1.000.000,00/ kegiatan
1.500.000,00/ kegiatan

500.000,00/ kegiatan
750.000,00/ kegiatan

10.000,00/Jam
15.000,00/Jam

2.000.000,00/ Hari
2.000.000,00/Hari
750.000,00/Hari

750.000,00/ Hari

500.000,00/Hari

dari :
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[]

11

1 2 3
a. lapang utama :
1) Komersil; 3.000.000,00/ hari
2) Non Komersil. 1.000.000,00/hari
b. tribune; 300.000,00/ hari
c. jalur/jalan di sekitar lapang 150.000,00/hari
utama;
d. podium; 4 300.000,00/ hari
e. lapang basket; Q; 60.000,00/ hari
f. lapang voli; 0,00 /hari
g. lapang sepak takraw; dan @ ‘G 000,00/ hari
h. lapang parkir. 00.000,00/ hari
8 | Pemakaian Stadion Surya P

a. Kegiatan Hiburan
1) Siang Pukul 9
2) Malam Puku

Kegiatan O‘@Z

ddukur berdasar-
dan volume

dala@rah
r Daérah ditambah biaya Rp
0,00/km
@akaian Sound System
aMDi luar ruangan

>b. Di dalam ruangan
c. Sound mobiling

Pemakaian Kendaraan Jenazah (di

luar BBM)

a. dalam Daerah

b. luar Daerah ditambah sebesar Rp
1.000,00/km

5.000.000,00/ kegiatan
10.000.000,00/ kegiatan

1.500.000,00/hari
2.000.000,00/ hari

100.000,00/Jam
150.000,00/Jam

75.000,00/m3

70.000,00/m3

1.500.000,00/ hari/keg.
500.000,00/hari/keg.
750.000,00/hari/keg.

40.000,00/1 x Jalan

60.000,00/1 x Jalan

12. Pemakaian
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1 2 3
12 | Pemakaian Alat-Alat Berat
a. Angkutan Daging 20.000,00/ ekor
b. Hand Traktor 25.000,00/ hari kerja
c. Mesin Gilas dalam Daerah 100.000,00/ har1
d. Mesin Gilas Luar Daer

ditambah Rp 2.500,00/ 100.000,00/ hari
e. Sky lift {Q\ <?%)00 ,00/jam
O
G
PEMBE KERIN ATAU
PE SA IBUSI

memberikan keringanan atau
emakaian Kekayaan Daerah.

@ BAB VIII

@ WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di
wilayah Daerah.



-13-

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

Pemungutan retribusi dilakukan
memberikan SKRD dan/ata
dipersamakan sebagai tanda bu

0 SKPD dengan

yen lain  yang

Hasil pemungutan retribusi-gebagaipgana dimaksud dalam
Pasal 9 disetorkan ke Kas Daerah.

s

A secara tunai atau lunas.

Pembayara @i dﬂgk
ng @ AB X

@@ S ADMINISTRATIF

% %@ Pasal 15
am ]‘@ajib retribusi tidak membayar tepat pada
)

aktymya "atau kurang membayar, dikenakan sanksi
%‘ratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
P\bilan dari retribusi yang terutang yang tidak atau

fg dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

drf

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD
dengan didahului surat teguran.
(2) Retribusi .....



(2)

)

1)
@)
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Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan, STRD pada waktunya dapat
ditagih dengan surat paksa.

Penagihan retribusi terutang deNgan surat paksa
sebagaimana dimaksud pada 4 2) dilaksanakan
berdasarkan peraturan pe ngMindangan yang
berlaku. @
Q
s

Piutang retrib ang tid ngkin ditagih lagi
karena hak t m% n penagihan sudah
kedaluwar dik n.

&

Peng piutangdetribusi sebagaimana dimaksud
pada dite oleh Kepala Daerah.

a pe san piutang retribusi sebagaimana
dimgksud ayat (1) diatur dengan atau

s asa& raturan Kepalal Daerah.

é@ (-

1)

Q KEBERATAN

Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Daerah atau
pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan ......
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(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib
Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya. § ;
(3) Pengajuan keberatan sebagaim@n ksud pada ayat

(1) tidak menunda kewajiba ’. § 1bu51 dan
pelaksanaan penagihan ret

9 2
(1) Kepala Daerah @ejab <l@yang ditunjuk harus
R a

memberikan k n beratan yang diajukan

dalam ]a§g a tu pa lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal sti@kkeb rata@tenma.
dituf atas ratan dapat berupa menerima

(2) Kepu :E: epal erah atau pejabat lain yang

a atg f sebagian, menolak, atau menambah

é@;’a retrutang
abi a waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
g 1) tela at dan Kepala Daerah atau pejabat lain yang

k tidak memberlkan suatu keputusan keberatan

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Kepala Daerah.

(2) Kepala .....
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(2) Kepala Daerah harus memberikan keputusan atas
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian tersebut.

(3) Apabila jangka waktu sebagalma aksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan alav Daerah tidak
memberikan suatu el an, rmohonan
pengembalian kelebihan ar @rlbum yang
diajukan tersebut digfHgpap 1kabu%> dan SKRDLB
harus diterbitkan dal ' gka waktu paling lama 1

(satu) bulan.

Pasal 21

1) %ﬁ?’mk m an penaglhan retribusi, kedaluwarsa
melg| i jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
rutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib

akukan tindak pidana di bidang Retribusi

aega
) warsa  penagihan  retribusi  sebagaimana
aksud pada ayat (1), tertangguh apabila :

@ diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

.
@

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut.

(4) Pengakuan ......
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(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi s tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat
diketahui dari pengajuan p nan uran atau

penundaan pembayaran ohona#r’ keberatan

oleh Wajib Retribusi. 32 @30

egawai ri Sipil tertentu di lingkungan
ah Dae iberi wewenang khusus sebagai
ntu akukan penyidikan tindak pidana di

per n Daerah, sebagaimana dimaksud
n ndang Hukum Acara Pidana.

io@Zbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

é pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
emesintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
enang sesuai dengan ketentuan peraturan

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti ......



a

.

«

j-

k.

&

@ emanggil orang untuk didengar keterangannya
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meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

meminta keterangan dan bahgn bukti dari orang
pribadi atau Badan sehub% dengan tindak
P 9

pidana di bidang perpajakanB
memeriksa buku, catat an @men lain
di

berkenaan dengan bidan. bidang
perpajakan Daera @ @?:Q

melakukan pen an tuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, p tan, dan dokumen
lain, serta kan % an terhadap bahan

bukti;
mem'zl}tatuan q aga ahli dalam rangka
pel o tugag(/penyidikan tindak pidana di
bi ajak erah;
@xuh 1 dan/atau melarang seseorang
ggal Tfuangan atau tempat pada saat
erik edang berlangsung dan memeriksa
entit ng, benda, dan/atau atau dokumen
e et seseorang yang berkaitan dengan tindak
ana di bidang perpajakan Daerah;
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan
melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik ......
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pida

BAB X Q @
KETENAN‘A@O
> &
(1) Setiap orang yan@gga tuan Pasal 9 dipidana
dengan pidan gan ama 3 (tiga) bulan atau
denda patin yvak 3 {jga) kali jumlah retribusi

terutan% %
(2) Tindak pidana @nana dimaksud pada ayat (1)
adalalf p ngga@

( sebaﬁ@na dimaksud pada ayat (1) merupakan

g@ e

@ BAB XVII
@7 :© KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Penggunaan kekayaan daerah oleh pihak ketiga selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dituangkan
dalam perjanjian antara Kepala Daerah atau Kepala
Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan dengan
pihak ketiga.



%,

&
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(2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang kembali.

BAB X\@
KETENTU Té%;
@25 @

Pada saat PeratuxgnDaer @lulai berlaku, maka
Peraturan Daeral\Fota umi Nomor 7 Tahun

2001 tent bkaian\bqrang Daerah oleh Pihak
Kedua Ddgrah Kota Sukabumi Tahun
2001 B - 3) dan peraturan

sy
pelaknya ng ut dan dinyatakan tidak
berlakU @

@% Pasal 26

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
D ini, sepanjang  mengenai teknis
anaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan

atf berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan{dy Sukabumi
Pada ta Oktober 2010

(e
© 9

@KH. <@KH ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukabumi ¢
Pada tanggal 6 Oktober 2010 Z 3% %

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUM]I,

TA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 4







